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ABSTRAK  
Terbentuknya kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem mencerminkan adanya permasalahan 
lingkungan, sosial, dan perekonomian yang perlu diatasi. Deliniasi kawasan kumuh di Kelurahan Srengsem terdapat di 
puncak bukit, dan kawasan sempadan rel kereta api serta peruntukan kelurahan tersebut sebagai kawasan industri 
menengah. Permukiman kumuh di kelurahan ini tergolong didalam klasifikasi kumuh dengan tingkat yang ringan. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terbentunya permukiman yang 
diidentifikasi kumuh di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini menggunakan mix method, dengan mengumpulkan data 
primer dan sekunder serta analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan dan 
menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk menilai faktor utama pembentuk permukiman kumuh. 
Berdasarkan hasil analisis, faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem meliputi terdapat 
beberapa rumah yang tidak memiliki status kepemilikan akan bangunan, kepadatan penduduk di beberapa kawasan 
deliniasi kumuh, minimnya pengelolaan terhadap sampah sehingga sampah rumah tangga yang dihasilkan dilakukan 
pembakaran, dan tingkat pendapatan penduduk yang rendah dengan terdapat beberapa warga dengan pekerjaan 
sebagai buruh dan juga pekerja serabutan.  

Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, Faktor Utama, Karakteristik, Permukiman Kumuh 

 

ABSTRACT  
The formation of slum settlements in Srengsem Village reflects environmental, social, and economic issues that need to 
be addressed. The delineation of slum areas in Srengsem Village is located at the top of the hill, along the railway line, 
and the designated area of the village as a medium-sized industrial zone. The slum settlements in this village are classified 
as mild in terms of their severity. The aim of this research is to examine the factors contributing to the formation of 
identified slum settlements in Srengsem Village. This research utilizes a mixed-method approach, collecting both primary 
and secondary data, and employing descriptive statistical analysis to identify area characteristics. The Analytical 
Hierarchy Process (AHP) method is used to assess the main factors shaping slum settlements. Based on the analysis 
results, factors influencing slum settlements in Srengsem Village include several houses lacking ownership status, 
population density in certain delineated slum areas, inadequate waste management leading to household waste 
incineration, and low-income levels among residents, with some engaged in labor and odd jobs. 
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1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan akan jumlah penduduk yang ada di Indonesia berpotensi terjadi peningkatan setiap 
tahunnya (Seruni et al., 2020). Jumlah akan pertumbuhan penduduk tentunya akan memiliki dampak 
terhadap peningkatan kebutuhan primer yang paling utama yaitu kebutuhan tempat tinggal (Wimardana, 
2016). Pada kondisi ini, peningkatan terjadinya alih fungsi pada suatu lahan di kawasan perkotaan sangatlah 
mungkin terjadi, khusunya bagi para masyarakat dengan perekonomian yang rendah yang ingin mendirikan 
bangunan berupa rumah yang di peruntukan sebagai tempat tinggal (Fitri, 2021). Hal ini tentunya akan 
menciptakan permukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan (Jabbar et al., 2022). Permukiman kumuh 
yang ada pada wilayah perkotaan di negara-negara berkembang berkaitan dengan kepemilikan lahan yang 
informal (Brueckner, 2013). Keberadaan permukiman kumuh yang apabila tidak dilakukan penanganan akan 
berdampak negatif bagi wilayah perkotaan seperti masalah sosial antar penduduk yang menghuni di 
kawasan tersebut, gangguan terhadap penataan kota, permasalahan terhadap kondisi lingkungan, 
peningkatan jumlah kemiskinan di wilayah kota, dan bahkan meningkatkan potensi terjadinya bencana 
(Muvidayanti, 2019).  

Penanganan akan permasalahan ini menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan kondisi 
perumahan dan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat (Ramdani & Haryanto, 2013). 
Diperlukannya kebijakan dan tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat 
menjaga kualitas lingkungan di wilayah perkotaan yang berkelanjutan (Arifin et al., 2020). Permukiman 
kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor geografis dan faktor psikologis 
(Zulkarnaini et al., 2019). Faktor lainnya yang menyebabkan kumuh adalah kondisi sarana dan juga kondisi 
prasarana, keterbatasan akan lahan perkotaan, tingginya angka urbanisasi, kondisi penataan ruang yang 
buruk, dan kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
akan kawasan permukiman kumuh (Krisandriyana et al., 2019).  

Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 165 Tahun 2021 menetapkan bahwa Kota Bandar 
Lampung memiliki 30 wilayah yang temasuk kedalam kawasan kumuh. Luasan kumuh secara keseluruhan 
mencapai 297,25 Ha, Kecamatan Panjang menjadi kelurahan dengan luasan kumuh terluas jika dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 60,01 Ha. Menurut KOTAKU Bandar Lampung penanganan 
kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem telah selesai pada tahun 2018 tetapi kembali 
dinyatakan pada SK Walikota Bandar Lampung pada tahun 2021. Kelurahan Srengsem diperuntukkan 
sebagai kawasan Industri menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 
hingga 2030. Menurut data R0 Simulasi Perhitungan RT Kumuh, Kelurahan Srengsem termasuk kedalam 
tingkat kumuh ringan dengan memiliki karakteristik yaitu terdapat wilayah kumuh yang berada pada puncak 
kawasan perbukitan dan ada yang berada di pinggiran jalur kereta api. Pada permukiman yang terindikasi 
kumuh di Kelurahan Srengsem terdapat rumah yang dapat dikatakan hunian ilegal karena berlokasi di tanah 
yang status kepemilikannya di miliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI), permasalahan lainnya adalah 
terhadap pelayanan air bersih perpipaan yang bersumber dari PDAM yang belum mencakup dan melayani 
kawasan permukiman di Kelurahan Srengsem (Nursyamsiyah et al., 2015). Kondisi yang ada di atas dapat 
dikatakan bahwa adanya permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan 
perhatian (Wimardana, 2016).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor utama yang menyebabkan terbentuknya kembali 
permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Srengsem.Penelitian ini akan melihat kondisi karakteristik 
wilayah untuk mencari faktor penyebab kekumuhan berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan 
prasarana, sosial masyarakat, dan perkonomian masyarakat yang nantinya akan menghasilkan faktor-faktor 
utama pembentuk kumuh di Kelurahan Srengsem. Penelitian ini menghasilkan kajian kararakteristik 
kawasan dan faktor yang membentuk kawasan permukiman kumuh sehingga, dapat dijadikan sebagai 
pedoman dalam penyelesaian permasalahan permukiman yang terindikasi kumuh.  
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2. DATA DAN METODE 

2.1. Wilayah Studi 
Kelurahan Srengsem adalah salah satu kelurahan yang berada pada Kecamatan Panjang, Kota Bandar 

Lampung yang terletak pada 530’ 30” Lintang Selatan dan 105 20’ 30” Bujur Timur. Kelurahan Srengsem 
memiliki luas wilayah administratif yaitu seluas 5,60 km2 atau 560 hektar, yang dimana terbagi menjadi 2 
lingkungan dan dengan 21 RT. Jumlah penduduk pada Kelurahan Srengsem sebanyak 6359 jiwa dan 2007 KK.  

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Srengsem 
 
Kelurahan Srengsem menjadi fokus penelitian dengan didasarkan pada, kelurahan tersebut memiliki 

kumuh terluas di Kecamatan Panjang yaitu 19,8 Ha. Terdapat 7 deliniasi kawasan permukiman kumuh di 
Kelurahan Srengsem dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu RT 05, RT 06, RT 11, RT 13, RT 14, RT 17, dan RT 20. 
Berdasarkan hasil observasi RT 13 dan RT 14 berada di daerah puncak perbukitan yang harus diakses dengan 
jalanan yang cukup terjal tetapi sudah dilakukan pengkerasan. Sedangkan RT 05, RT 11, RT 17 dan RT 20 
merupakan RT yang teridentifikasi terdapat permukiman kumuh dan dilintasi oleh jalur kereta api. Menurut 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2011 hingga 2030 Kelurahan Srengsem 
menjadi kawasan industri menengah, dan kawasan industri tersebut berada pada pesisir pantai di Kelurahan 
Srengsem. Keberadaan peruntukan kawasan industri tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat 
untuk dapat meningkatkan perekonomian di Kelurahan Srengsem dengan mengharapkan akan penyerapan 
tenaga kerja. Hal ini tentunya, menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan sosial dan lingkungan di 
wilayah tersebut yang mengakibatkan kekumuhan. Lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem 
memiliki beberapa permasalahan seperti adanya permukiman yang berada di pinggiran jalur kereta api masih 
terdapat bangunan yang ilegal dan permasalahan air bersih perpipaan. Kondisi tersebut dijadikan dasar pada 
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penelitian ini untuk menjadikan Kelurahan Srengsem sebagai kelurahan studi, untuk melihat faktor utama 
pembentuk permukiman kumuh.  

 
2.2. Metode Analisis  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif, dengan memanfaatkan data kualitatif dan 
kuantitatif yang bersumber dari data primer seperti kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 
responden, wawancara, dan observasi serta data sekunder. Metode analisis yang di gunakan adalah mix 
method, yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan 
dalam mengidentifikasi karakteristik permukiman yang terindikasi kumuh adalah analisis statistik deskriptif 
yang akan menghasilkan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem berdasarkan karakteristik 
kawasan. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan faktor penyebab terbentuknya permukiman 
kumuh di Kelurahan Srengsem adalah dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang akan menghasilkan 
faktor utama pembentuk permukiman yang terindikasi kumuh.  Analytical Hierarchy Proses (AHP) menjadi 
analisis yang digunakan di dalam melakukan analisis faktor utama dari pembentuk permukiman kumuh di 
Kelurahan Srengsem. Adapun tahapan AHP menurut (Saefudin & Wahyuningsih, 2014) adalah: 

1. Penentuan tujuan penelitian dan menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan didalam penelitian  
2. Melakukan penilaian terhadap kriteria tersebut yang di nilai oleh para pakar 
3. Tahap Uji Konsistensi  

a. Melakukan Uji Konsistensi dengan Eigen Vektor (EV) 
 

𝐸𝑉 =  
∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑒 𝑛

𝑁
 

 
Dimana: 
EV = Eigen Vektor 
N   = Baris Matriks ke-n (n = 1,2,3,...n) 
N   = Banyak kriteria yang digunakan 
 

b. Menghitung λ maksimum 
 

λmaks =  ∑(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑥 𝐸𝑉) 

 
c. Menghitung Consistency Index (CI) 

 

𝐶𝐼 =  
λmaks − n

𝑛 − 1
 

 
d. Menghitung Consistency Ratio (CR) 

 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Dimana: 
RI = Random Index 
Matriks perbandingan dapat di terima jika CR ≤ O,1 
 

4. Menghitung bobot 
5. Melakukan analisa terhadap data yang ada. 
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Analytical Hierarchy Process menggunakan cara multikriteria yang digunakan dengan melihat alternatif 
lain sehingga mengurangi kesubjektifan terhadap temuan dari penilaian kriteria. Sehingga dalam analisis 
untuk penentuan faktor utama pembentuk kumuh akan dihasilkan dari penilaian yang telah dilakukan dan 
menghasilkan pembobotan sesuai dengan tingkatan yang ada (Sastanti & Fibriani, 2019). Adapun langkah 
dalam menentukan faktor pembentuk permukiman kumuh dengan metode AHP adalah: 

 
Tabel 1. Kriteria Penilai Pembentuk Permukiman Kumuh 

No Penilai Kriteria 

1 Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Bandar Lampung 

Memiliki kepentingan sebagai badan yang melakukan 
perencanaan pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung 

2 Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota Bandar Lampung 

Memiliki kepentingan dalam melakukan pengembangan 
kawasan permukiman Kota Bandar Lampung 

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Kota Bandar Lampung 

Memilki kepentingan didalam penyediaan sarana dan 
prasarana infrastruktur permukiman 

4 Kecamatan Panjang Memiliki sudut pandang secara langsung terhadap wilayah 
yang menjadi tanggung jawab pemerintahan 

5 Kelurahan Srengsem 
6 Ketua RT  Sebagai masyarakat yang memahami kondisi tempat tinggal 

di wilayah penelitian 

Sumber: Hasil Analisis, 2022 

 
Menurut Tabel 1 terdapat beberapa penilai yang melakukan penilaian terhadap faktor utama 

pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem. Keseluruhan penilai memiliki kriterianya masing-
masing yang peneliti ambil berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap instansi. Tidak hanya dari tugas dan 
fungsi dari setiap instansi, peneliti juga mengambil penilai dari ketua Rukun Tetangga (RT) yang lebih 
memahami kondisi wilayah, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari wilayah studi yaitu Kelurahan Srengsem. 
Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa penilai pada Tabel 1 yang dinilai 
dapat menghasilkan jawaban dari tujuan penelitian ini. Pohon AHP dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2022 

Gambar 2. Pohon AHP 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peneliti melakukan observasi untuk melihat kondisi kawasan permukiman secara langsung yang 
berada di Kelurahan Srengsem. Terdapat beberapa temuan untuk melihat kondisi fisik bangunan, jalan, 
drainase, sumber air, persampahan, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Pada Gambar 3 
merupakan hasil dokumentasi yang didapatkan terkait kondisi sarana prasarana yang merupakan salah 
satu kebutuhan masyarakat di wilayah permukiman.  

 

    

    
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3. Kondisi Permukiman di Kelurahan Srengsem 
 
Kawasan permukiman yang diindikasikan kumuh di Kelurahan Srengsem memiiliki beberapa 

karakteristik terlihat pada Gambar 3 seperti terdapat kawasan permukiman yang padat sehingga hanya 
menghasilkan jalan dengan ukuran kurang lebih 1,5 m, berada di pinggiran rel kereta api, dan berada di 
kawasan perbukitan yang memiliki akses sempit dan akses yang terjal. Permukiman kumuh di Kelurahan 
Srengsem telah dilakukan penanganan dan selesai pada tahun 2018, tetapi Kelurahan Srengsem kembali 
masuk kedalam SK Walikota yang menyatakan masih terdapat kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan 
hasil data R0 Simulasi RT Kumuh di Kelurahan Srengsem, kelurahan tersebut secara keseluruhan berada 
pada tingkat kekumuhan yang ringan. Peruntukan Kelurahan Srengsem sebagai kawasan industri menengah 
menyebabkan terdapat beberapa industri menengah yang terdapat di kelurahan tersebut terutama di 
wilayah pesisir. Hal ini tentunya dapat menjadi potensi dan daya tarik bagi masyarakat dalam melakukan 
pemilihan lokasi hunian tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Secara keseluruhan 
kondisi bangunan telah menjadi bangunan permanen, tingkat kepadatan bangunan yang rendah, tetapi 
status kepemilikan lahan yang di beberapa rumah masih tidak memiliki status hak milik.  
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Sumber: Hasil Kuesioner, 2022 

Gambar 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
 

Pada kondisi sarana prasarana terlihat pada Gambar 4 masih terdapat jalan yang belum dilakukan 
pengkerasan serta masih terdapat jalan yang sempit, kondisi drainase masih ada yang tertutup sampah dan 
tanah, keterbatasan air bersih dikarenakan berada di perbukitan dan belum adanya akses air bersih 
perpipaan yang bersumber dari PDAM (Nursyamsiyah et al., 2015), minimnya pengelolaan sampah, dan 
minimnya proteksi kebakaran. Kondisi sosial masyarakat terlihat pada Gambar 4 pendidikan paling banyak 
berada di tingkat SMA/Sederajat sebesar 44%, dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan 
penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Serta kondisi sosial ekonomi masyarakat jika dilihat 
berdasarkan pendapatan masyarakat masih banyak yang berada di bawah UMR Kota Bandar Lampung pada 
tahun 2022 yaitu Rp. 2.770.794, dengan mayoritas jenis pekerjaan masyarakat adalah sebagai buruh pabrik 
yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Srengsem.  

 
Analisis Kondisi Fisik Bangunan 

Pada analisis kondisi fisik bangunan akan di tinjau berdasarkan kepemilikan bangunan, peruntukan 
bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan yang selanjutnya di olah menggunakan Analytical 
Hierarchy Process dengan membandingkannya terhadap kondisi karakteristik kawasan.  Adapun berdasarkan 
hasil olahan nilai terhadap kondisi fisik bangunan adalah sebagai berikut: 

 

 
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022 

Gambar 5. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Fisik Bangunan 
 
Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, untuk melihat faktor pembentuk permukiman kumuh dari kondisi 

fisik bangunan pada Gambar 5 terlihat bahwa bobot tertinggi yaitu kepemilikan bangunan dengan nilai 35,5%. 
Jika dilihat berdasarkan hasil kuesioner, 76 responden menjawab bahwa status kepemilikan lahan mereka 
berstatus hak milik, 13 responden menjawab bahwa mereka menyewa di bangunan yang mereka tinggali, 
dan 11 responden lainnya menjawab bahwa tidak terdapat hak miliki pada lahan yang mereka jadikan sebagai 
lokasi tempat tinggal. Lahan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem beberapa berada di lahan milik PT. 
Kereta Api Indonesia sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa permukiman kumuh tersebut juga ilegal karena 
tidak memiliki izin (Nursyamsiyah et al., 2015). Keinginan masyarakat kerja di kawasan perkotaan dan 
menyebabkan masyarakat banyak tinggal di lahan ilegal, tentunya hal ini dapat menjadi pendorong 
munculnya kawasan permukiman kumuh (Rahayu et al., 2022). Sehingga berdasarkan pertimbangan 

0,345

0,162

0,14

0,353

Kualitas Bangunan

Kepadatan Bangunan

Peruntukan Bangunan

Kepemilikan Bangunan

3%

11%

36%
44%

6% Tidak Sekolah

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat
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tersebut, jika dilihat berdasarkan kondisi fisik bangunan faktor kepemilikan bangunan dapat menjadi faktor 
utama yang membentuk kembali kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem.  

 
Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana 

Pada kondisi sarana prasarana peneliti akan meninjau dari beberapa kriteria diantaranya proteksi 
kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, drainase lingkungan, 
dan jaringan jalan lingkungan. Beberapa kriteria tersebut akan di olah dengan Analytical Hierarchy Process 
yang menghasilkan: 

 

 
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022 

Gambar 6. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Sarana Prasarana 
 

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh pada 
Gambar 6 dapat terlihat bahwa kriteria dengan nilai tertinggi yaitu berada pada bagian pengelolaan 
persampahan dengan nilai 23,8%. Hasil limbah rumah tangga tidak dilakukan pengelolaan secara khusus oleh 
masyarakat melainkan terdapat masyarakat yang masih melakukan pembakaran, pembuangan sampah di 
sungai atau sembarangan, dan terdapat masyarakat yang memanfaatkan kendaraan pengangkut sampah. 
Tinggal di kawasan permukiman kumuh tentunya akan berada pada kawasan yang memiliki salah satu 
kekurangan yaitu kawasan permukiman yang dibawah standar pelayanan minimal salah satunya adalah 
terkait dengan persampahan (Rahayu et al., 2022). Pengelolaan sampah di daerah permukiman kumuh 
umumnya memiliki kondisi yang buruk akibat kegiatan pembuangan yang tidak memadai, sehingga 
memerlukan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan (Yang, 2024). Sehingga berdasarkan hal 
tersebut maka, jika dilihat dari kondisi sarana dan prasarana faktor pengelolaan persampahan dapat menjadi 
faktor utama yang membentuk kembalinya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem.   

 
Analisis Kondisi Sosial Masyarakat 

Pada kondisi sosial masyarakat peneliti meninjau dari beberapa kriteria diantaranta adalah kegiatan 
masyarakat, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan. Selanjutnya kedua 
kriteria tersebut di olah dan menghasilkan: 

 

 
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022 

Gambar 7. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Sosial Masyarakat 
 

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh 
berdasakan kondisi sosial masyarakat yang terlihat pada Gambar 7 nilai tertinggi ada pada kriteria kepadatan 
penduduk dengan nilai 31,9%. Jika dilihat berdasarkan data jumlah penduduk dan luasan wilayah di beberapa 
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RT yang tergolong dalam permukiman kumuh jika di bandingkan dengan SNI, kepatan penduduk masih 
tergolong rendah. Tetapi terdapat kawasan permukiman kumuh yang cukup padat, sehingga memiliki 
aksesibilitas yang terbatas. Kepadatan penduduk tentuya dapat menjadi suatu penyebab terbentuknya 
permukiman kumuh (Akbar & Alfian, 2018). Tingginya kepadatan penduduk disuatu kawasan tentunya akan 
mempengaruhi beberapa hak diantaranya kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini akan 
berdampak pada permasalahan baru dalam hal kependudukan seperti lapangan pekerjaan, laham yang 
digunakan sebagai tempat tinggal, kemiskinan dan kerusakan (Sari & Ridlo, 2021). Sehingga kepadatan 
penduduk di Kelurahan Srengsem dapat dikatakan sebagai faktor utama pembentuk kumuh dengan 
beberapa pertimbangan tersebut jika dilihat berdasarkan kondisi sosial masyarakat.  

 
Analisis Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Pada kondisi perekonomian masyarakat peneliti meninjau dari 2 kriteria yaitu jenis pekerjaan 
masyarakat, dan pendapatan masyarakat. Adapun hasil analisis yang di peroleh adalah sebagai berikut: 

 

 
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022 

Gambar 8. Hasil Analisis Expert Choice Pada Kondisi Ekonomi Masyarakat 
 

Ditinjau berdasarkan hasil tersebut, dalam melihat faktor utama pembentuk permukiman kumuh 
berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat pada Gambar 8 yang memiliki nilai tertinggi adalah tingkat 
pendapatan dengan nilai 66,3%. Kondisi pendapatan masyarakat di permukiman yang terindikasi kumuh di 
Kelurahan Srengsem dengan mayoritas responden memiliki pendapatan dibawah UMR Kota Bandar 
Lampung dengan nilai Rp. 2.770.794 pada tahun 2022. Pekerjaan dari masyarakat di Kelurahan Srengsem 
mayoritas pekerjaannya adalah sebagai buruh, yang sebanding dengan keberadaan kawasan industri di 
wilayah sekitar Kelurahan Srengsem. Pendapatan yang rendah tentunya akan berdampak terhadap sulitnya 
masyarakat untuk mencari rumah yang layak untuk dihuni (Sari & Ridlo, 2021). Semakin rendahnya 
pendapatan mesyarakat makan akan meningkatkan potensi penyebab terbentuknya kawasan yang 
terindikasi kumuh, hal ini tentunya di sebabkan tidak dapat menciptakan hunian dengan lingkungan yang 
layak serta sehat untuk dihuni (Aguswin, 2021). Sehingga berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari kondisi 
ekonomi masyarakat pada faktor tingkat pendapatan masyarakat dapat dijadikan sebagai faktor utama 
pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem, karena tingkat pendapatan masyarakat akan 
mempengaruhi pola hidup masyarakatnya.  
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Sintesis Keseluruhan Faktor Pembentuk Permukiman Kumuh 
Berdasarkan hasil dari analytical hierarchy process, terkait dengan faktor penyebab terbentuknya 

permukiman kumuh dengan menggunakan keseluruhan kriteria adalah sebagai berikut: 
 

 
Sumber: Analisis Expert Choice, 2022 

Gambar 9. Hasil Analisis Kombinasi Seluruh Faktor Pembentuk Kumuh 
 

Ditinjau berdaasarkan hasil tersebut terdapat 3 faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh 
yang ada di Kelurahan Srengsem yaitu pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, dan drainase 
lingkungan. Pada Gambar 9 terlihat bahwa persampahan menjadi kriteria yang memiliki nilai terbesar, hal ini 
tentunya dapat diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang dan mengolah sampah 
rumah tangga yang akan berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan (Ramdani & Haryanto, 
2013). Penyediaan air minum menjadi faktor dalam kriteria selanjutnya, hal ini tentunya terlihat dari kondisi 
permukiman yang berada di perbukitan serta masih belum terjangkaunya sumber air perpipaan yang 
bersumber dari PDAM untuk dapat mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga (Nursyamsiyah et al., 
2015). Ketiga faktor utama pembentuk permukiman kumuh merupakan bagian dari sarana prasarana 
lingkungan permukiman. Kondisi pengelolaan persampahan yang masih minim dengan melakukan 
pembuangan sampah di sungai ataupun sembarangan serta masih membakar sampah hasil rumah tangga 
menjadi salah satu kebiasaan buruk masyarakat. Pada faktor penyediaan air minum, kondisi sumber air 
perpipaan masih sulit dijangkau oleh masyarakat karena belum masuknya PDAM kewilayah mereka, tetapi 
untuk air bersih bersumber dari bantuan beberapa pihak di beberapa titik yang selanjutnya dialirkan ke 
rumah-rumah warga.  Sedangkan pada kondisi drainase lingkungan dengan kondisi beberapa drainase buruk 
seperti lebar drainase yang masih sempit, keberadaan sampah yang mengendap didasar drainase membuat 
drainase semakin dangkal, dan terdapat drainase yang telah tertutup oleh tanah hal ini tentunya akan 
berdampak terhadap pengairan limpasan air dan berpotensi menciptakan genangan. Jika dilihat 
berdasarkan hasil keseluruhan, ketiga faktor utama pembentuk permukiman kumuh di Kelurahan Srengsem 
berdasarkan kondisi dari sarana prasarana yang ada. Sarana prasarana tentunya menjadi dasar dalam 
penyediaan pelayanan minimal pada kawasan permukiman yang ada di Kelurahan Srengsem untuk 
keberlangsungan kegiatan masyarakat.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan 4 indikator pembentuk 
permukiman kumuh yang akan dikaitkan dengan hasil kondisi karakteristik lingkungan di Kelurahan 
Srengsem dihasilkan bahwa, Kondisi Fisik Bangunan, hasil analisis menyatakan bahwa faktor kepemilikan 
bangunan menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, 
diakibatkan keberadaan permukiman di atas bukit dan terdapat permukiman yang terindikasi kumuh berada 
di pinggiran rel kereta api. Kondisi Sarana Prasarana, hasil analisis menyatakan bahwa faktor pengelolaan 
persampahan menjadi faktor dengan nilai tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, di 
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akibatkan dengan masih minimnya pengelolaan persampahan hasil limbah rumah tangga. Kondisi Sosial 
Masyarakat, hasil analisis menyatakan bahwa faktor kepadatan penduduk menjadi faktor dengan nilai 
tertinggi yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, diakibatkan kepadatan penduduk menciptakan 
kawasan yang tidak laya huni dan dapat menimbulkan permasalahan sosial. Kondisi ekonomi masyarakat, 
hasil analisis menyatakan bahwa faktor tingkat pendapatan penduduk menjadi faktor dengan nilai tertinggi 
yang menyebabkan kekumuhan. Hal ini tentunya, dikarenakan pendapatan masyarakat masih berada di 
bawah UMR Kota Bandar Lampung dan dengan mayoritas pekerjaan yaitu sebagai buruh.   

Menurut hasil yang di dapatkan terdapat beberapa permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang perlu dilakukan penanganan di kawasan permuliman kumuh Kelurahan Srengsem. Hal inilah yang 
menyebabkan Kelurahan Srengsem yang telah dilakukan penanganan dalam kekumuhan di tahun 2018, 
kembali memiliki kawasan permukiman kumuh di tahun 2021. Pada tahun 2021 kekumuhan di Kelurahan 
Srengsem sudah masuk kedalam kategori ringan sehingga hanya beberapa permasalahan yang belum 
teratasi secara maksimal dan perlu penanganan kembali yang dilakukan oleh para stakeholders agar 
Kelurahan Srengsem tidak memiliki kawasan permukiman kumuh kembali.  
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